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Kata kunci: Cyber Crime, Pembuktian dan Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Perkembangan dibidang komputer telah menyebabkan berbagai macam kesempatan, dan beberapa kesempatan ini dapat digunakan sebagai wahana untuk melakukan kejahatan. Tetapi sangat ironis ketika perkembangan teknologi komputer saat ini tidak dibarengi dengan perkembangan hukum dibidang telekomunikasi atau teknologi informasi. Dan jika melihat dari penerapan atau penegakanya pasal-pasal yang ada di KUHP masih minim atau belum sempurna untuk menangani cyber crime, terutama jika dilihat dari locus delicti atau tempat kejadian perkara. Melihat fakta hukum yang ada saat ini, dampak perkembangan ilmu teknologi yang disalahgunakan sebagai sarana kejahatan menjadi sangat penting untuk segera diantisipasi 
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pembuktian cyber crime dalam perspektif KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2) Bagaimana Pembaharuan Hukum Acara Pidana terkait dengan cyber crime. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pembuktian cyber crime dalam perspektif KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menganalisa pembaharuan hukum acara pidana terkait dengan cyber crime. 
Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan atau berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka.  Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder.


Hasil dari penelitian Pembuktian cyber crime berdasarkan perspektif KUHAP mengalami permasalahan yang sangat pelik dalam penerapannya, terutama terkait dengan masalah pembuktiannya yang menggunakan alat bukti digital. Karena dalam Pasal 184 KUHAP hanya menyebutkan alat bukti yang bersifat konvensional, tanpa memasukan bukti digital/elektronik. Namun jika dilihat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memungkinkan penggunaan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Karena didalamnya telah mengatur lebih lanjut tentang alat bukti digital/elektronik. 

Pembaharuan hukum acara pidana terkait dengan cyber crime disimpulkan bahwa, hukum acara pidana harus menyesesuaikan dengan perkembangan teknologi komputer saat ini, yang dalam pengaplikasiaannya semakin luas dan menimbulkan aspek-aspek baru yang kompleks dan rumit.

Saran, demi terciptanya keadilan hukum maka sekiranya pemerintah dan lembaga penunjang lainya, secepat mungkin untuk segera memperbaharui hukum acara pidana. Karena perkembangan jaman akan menciptakan kejahatan-kejahatan yang baru pula dan salah satu cara untuk mempermudah penanganan masalah keamanan terkait dengan cyber crime, yaitu dengan membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus, terutama yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya.
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